
51 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WAWANCARA   

1. Bagaimana gambaran umum tentang Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang? 

2. Prosedur pelaksanaan pengelolaan aset tanah 

a. Inventarisasi 

• Apakah inventarisasi aset tanah pemerintah daerah sudah dilakukan? 

• Berapa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

kabupaten Sampang saat ini? 

• Apakah ada informasi terperinci mengenai lokasi, luas, dan status 

kepemilikan aset tanah tersebut? 

b. Legal audit (Kejelasan status kepemilikan aset) 

• Apakah legal audit telah dilakukan untuk kejelasan status kepemilikan 

tanah aset pemerintah daerah? 

c. Penilaian aset 

• Apakah sudah dilakukan penilaian terhadap aset milik pemeirntah 

daerah? 

• Apakah hasil dari penilaian aset tersebut telah dimanfaatkan 

d. Pengawasan dan pengendalian 

• Bagaimana peranan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan 

aset tanah milik pemerintah daerah di kabupaten Sampang? 

3. Apa saja bentuk pemanfaatan aset tanah yang dilakukan BPPKAD Kabupaten 

Sampang? 

4. Langkah apa saja yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sampang dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap tanah? 

5. Bagaimana aset tanah tersebut dapat diperkirakan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan PAD? 

6. Bagaimana koordinasi serta sosialisasi dengan dinas terkait lainnya tentang 

pemanfaatan aset tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sampang? 

7. Sarana dan prasana apa yang di perlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Sampang? 

8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat selama melakukan pengoptimalan 

aset tetap di Kabupaten Sampang? 

9. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan optimalisasi 

Pemanfaatan Aset Tetap Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sampang? 
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10. Apa yang menjadi faktor pendukung selama melakukan pengoptimalan aset tetap 

di Kabupaten Sampang? 

11. Apakah bapak pernah mendengar mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016? 

12. Permendagri No. 19 Tahun 2016 berisi tentang  Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah,  Bagaimana menurut bapak mengenai peraturan tersebut ? 
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Informan : Nur Imamatul Choir, S.A 

Jabatan  : Staff Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kab. Sampang 

1. “oke mbak… tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Mungkin untuk 

lebih jelasnya mbak bisa lihat di web BPPKAD Kabupaten Sampang. Jadi, 

BPPKAD ini merupakan salah satu Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk 

menyelenggarakan urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, 

dan juga aset. Kemudian Lembaga BPPKAD ini dibentuk berdasarkan Perda yang 

berlaku. Apa itu? Yakni peraturan daerah kabupaten sampang nomor 3 tahun 

2020. Untuk struktur organisasinya dan tigas tiap bidang mbak bisa lihat di web 

kami”. 

2. Prosedur  pelaksanaan pengelolaan aset tanah 

a. Inventarisasi 

“Inventarusasi pemerintah Kabupaten Sampang sudah dilakukan 

sebagaimana mestinya. Aset tanah yang dimiliki oleh kabupaten sampang 

berdasarkan laporan audit tahun anggaran 22 terdapat sebanyak 3.189 bidang 

berikut informasi mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan. Pihak 

BPPKAD memiliki pencatatan tanah tersendiri yang disebut KIB A. KIB A 

mencatat semua aset-aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten 

sampang, terkait sertif kita masih melakukan proses persetifikatan. 

Persertifikatan sampai Tahun 2022 kemarin itu jumlahnya 920 bidang tanah 

yang suda bersetifikat”. 

b. Legal audit 

“Aset-aset yang telah diinvetarisasi sudah dilakukan legal audit. Status dari 

tanah sudah jelas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, karena 

pastinya akan menjadi masalah di kemudian hari jika status tanah tersebut 

tidak jelas. Pihak kami juga sudah melakukan pengamanan aset tanah baik 

secarara fisik seperti pembuatan patok dari pemda untuk memperjelas 

kepemilikan maupun secara administrasi seperti pembuatan sertifikat tanah”. 

 

c. Penilaian aset 

“Terkait penilaian tanah kita  masih berpedoman pada Permendagri No.19 

Tahun 2016 ya mbak, Dimana Penialian aset daerah Kabupaten sampang 
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dilaukan oleh pengelolan aset itu sendiri atau penilai yang telah ditetapkan 

oleh bupati. Penentuan besaran tarif sewa ditentukan berdasarkan tarif yang 

ditentukan oleh bupati dikali dengan luas tanah atau bangunan yang disewa 

oleh pihak ketiga. Penentuan tarif tersebut dijelaskan didalam surat perjanjian 

sewa, dan penentuan tarif tersebut disesuaikan dengan lokasi ekonomi 

masyarakat Kabupaten Sampang.” 

3. “Bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh BPPKAD kabupaten sampang yaitu 

hanya sewa. Dulu pernah dilakukan pinjam pakai namun pihak kami merasa rugi 

karena kita tidak dapat PAD dan peminjam tidak merawat dan menjaga aset 

tersebut . Sehingga pada tahun 2020 pemerintah menyepakati untuk menyewakan 

semua aset tanah yang awalnya dipinjam pakaikan menjadi disewakan 

semuanya”. 

4. “Langkah-langkah yang dilakukan pihak kami dalam mengoptimalkan aset tanah 

yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi aset terlebih dulu mbak.. 

biasanya dengan dilakukan pengukuran ulang tanah tersebut sehingga ukurannya 

tidak kurang ataupun tidak lebih. Kemudian setelah itu kita melakukan 

inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset tanah yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah kabupaten sampang. Lalu kita juga memaksimalkan 

pengelolaan aset khususnya dalam aspek pemanfaatan dan pengamanan melalui 

legalisasi aset untuk menghindari terjadinya masalah hukum di kemudian hari”. 

5. “Kalau dilihat dari penerimaan dari penyewaan aset tanah itu sudah cukup 

membuktikan bahwa aset tanah yang disewakan berkontribusi terhadap 

pendapatan daerah”. 

6. ‘Baik mba, kami telah menjalankan serangkaian langkah-langkah koordinasi dan 

sosialisasi dengan dinas-dinas lain, termasuk dinas pertanahan, DPMPTSP, dinas 

perdagangan, dan instansi-instansi lainnya. Tentunya tindakan ini 

diimplementasikan dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan 

kerjasama yang solid antara dinas-dinas terkait. Melibatkan dinas-dinas tersebut 

menjadi suatu keharusan, karena kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti 

dinas pertanahan dan perdagangan sangat penting dalam rangka memperoleh izin 

yang diperlukan serta untuk menarik minat investor eksternal ke kabupaten kami. 

Tujuannya adalah agar aset-aset yang dimiliki oleh daerah terutama tanah dapat 

dioptimalkan dengan melibatkan investasi eksternal dan memberikan manfaat 

maksimal bagi pembangunan daerah. Dengan melakukan langkah-langkah ini, 

kami berharap dapat menggali potensi aset daerah secara lebih efektif dan 

memberdayakannya secara optimal”. 

7. “Salah satu faktor penghambat dalam pemanfaatan aset tetap di Kabupaten 

Sampang adalah masih banayknya aset tanah milik pemerintah daerah yang belum 
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bersertifikat. Masalah ini seringkali melibatkan permasalahan hukum, seperti 

konflik kepemilikan dengan masyarakat, tumpang tindih hak kepemilikan, dan 

penyerobotan tanah. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi saat ini dalam bidang 

pengelolaan aset adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat 

memahami secara mendalam tentang pengelolaan aset. Pegawai kami masih 

terbatas dalam pengetahuan dan pemahaman teknologi, sehingga proses 

pendataan aset cenderung bergantung pada sejumlah individu tertentu”.   

8. “Dalam upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan 

pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Sampang beberapa langkah strategis telah 

diambil. Ini mencakup langkah-langkah seperti optimalisasi dan perbaikan proses 

pembuatan legalitas aset, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang 

terlibat, dan penambahan formasi SDM di bidangnya. Dengan demikian, 

diharapkan bahwa dengan langkah-langkah ini, hambatan yang dihadapi dalam 

pemanfaatan aset tetap dapat diminimalkan, dan potensi aset daerah dapat 

dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan daerah”. 

9. “Faktor pendukungnya menurut saya itu dengan adanya peraturan-peraturan yang 

mendukung pemerintah dalam mengelola aset daerah, seperti Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan ada juga Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang No.12 Tahun 2017 yang menyempurnakan peraturan dari pusat. 

Kemudian, adanya sosialisasi dan koordinasi seperti yang telah saya jelaskan 

sebelumnya juga secara tidak langsung menjadi faktor pendukung dalam 

pemanfaataan aset tanah, mbak”. 

10. "Ya, saya pernah mendengar tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016. Ini merupakan regulasi yang mengatur tentang teknis pedoman 

pengelolaan Barang Milik Daerah kan.  Menurut saya sendiri, dengan adanya 

peraturan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mengelola 

asetnya”. 
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Nama Informan : Bambang Indra Basuki, S.Sos., MSi 

Jabatan  : Sekretaris BPPKAD Kabupaten Sampang 

1. “BPPKAD Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan peraturan bupati. 

BPPKAD menangani 3 fungsi. Pertama adalah bidang pendapatan, kedua bidang 

keuangan, dan bidang aset. Struktur yang ada di organisasi BPPKAD ini satu 

orang kepala BPPKAD dan satu orang sekretaris bppkad. Sekretaris BPPKAD 

mempunyai 2 pejabat fungsional satu pejabat structural. Fungsional terdiri dari 

bagian program dan bagian keuangan. Strukturalnya adalah kasubag umum. 

Kemudian ada bidang aset, terdapat satu kepala bidang dan 3 kasubid. Kemudian 

bidang pendapatan, ada namanya kepala bidang pendapatan ditambah 3 kasubid. 

Lalu bidang perbendahaaran, ada satu kepala bidang ada 3 kasubid. Bidang 

akuntansi dan pelaporan, ada satu bidang dan ada 3 kasubid. Terakhir ada bidang 

anggaran yang terdiri dari satu kepala bidang dan 3 kasubid. Kemudian jejeran 

lainnya adalah lingkungan staff yang tugasnya membantu masing-masing 

bidang”. 

2. Prosedur  pelaksanaan pengelolaan aset tanah 

a. Inventarisasi 

“terkait inventarisasi ya.. sudah mbak.. sudah pihak kami lakukan. Mengenai 

jumlah aset tanah kalau tidak salah kurag lebih 3.000 bidang tanah mbak tapi 

untuk lebih pastinya nanti silahkan tanya ke bagian aset. Biasanya dalam 

kegiatan inventarisasi itu juga terdapat informasi mengenai luas, status 

kepemilikan, dan lainnya. Dan biasanya kami juga sebelumnya melakukan 

identifikasi dulu khususnya tanah karena kan di sampang lebih banyak tanah 

daripada bangunan dan aset lainnya.  Di lapangan, pihak bidang aset 

melakukan identifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan 

tanah serta melakukan pengukuran ulang terhadap luas tanah. Hal ini 

dilakukan supaya apa namanya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam 

kepemilikan tanah kami, serta untuk mencegah potensi sengketa tanah oleh 

masyarakat sekitar”. 

b. Legal audit 

“Aset-aset yang telah diinvetarisasi sudah dilakukan legal audit. Mengenai 

inventarisasi legal terhadap aset khususnya tanah setiap tahun dilakukan, 

namun tidak semua aset tanah dilakukan sertifikasi”. 

c. Penilaian aset 

Penilaian terhadap aset sudah dilakukan oleh pihak kami. Aset yang tidak 

dalam kondisi baik atau sudah rusak parah biasanya dilakukan penilaian oleh 

bagian pemeliharaan dan penghapusan aset kemudian dipertimbangkan 
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apakah dihapuskan agar tidak menjadi beban terhadap neraca Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah atau dilakukan lelang agar dapat menambah 

Pendapatan Asli Daerah bagi daerah”.  

3. “Bentuk pemanfaatan yang sudah dilaksanakan hanya sewa mbak. Pinjam pakai 

sudah pernah dilakukan namun sekarang sudah dialihkan menjadi sewa 

semuanya. Untuk Kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, dan lainnya kami belum 

menerapkan. Sejauh ini, menurut saya pemanfaatan sewa dapat menambah 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang”  

4. “Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan aset tanah ya.. 

biasanya mengidentifikasi aset dulu mbak seperti yang dijelaskan tadi. Lalu  

dilakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset tanah. Begitu 

juga dengan legalitasnya”. 

5. “Menurut saya pemanfaatan aset dengan disewakan itu sudah berkontribusi 

terhadap pendapatan daerah mbak. Penerimaan atas pemanfaatan aset tanah yang 

disewakan juga dari tahun-tahun sebelumnya meningkat kok.. nanti bisa dilihat di 

dokumen laporan realisasi anggaran ya mbak.. nanti saya minta tolong bu dita”. 

6. ‘koordinasi dan sosialisasi dengan kantor lain sudah dilakukan dan itu menjadi 

sebuah keharusan. Karena kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas 

pertanahan dan perdagangan sangat penting untuk memperoleh izin yang 

diperlukan serta untuk menarik minat investor eksternal ke kabupaten Sampang”.  

7. “Faktor penghambat dalam pemanfaatan aset itu SDM sih mbak yang kurang 

karena kurang paham tentang pengelolaan aset. Sama masih banyak tanah yang 

tidak bersetifikat jadi tidak jarang sering ada kasus sengketa”. 

8. “Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan pemanfaatan aset 

tetap di Kabupaten Sampang yakni peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia”. 

9. “Faktor pendukungnya.. emmm… peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 

aset daerah mbak. Seperti permendagri yang mbak sebutkan tadi, dan juga ada 

peraturan dari daerah kami yaitu perda kabupaten sampan no. 12 tahun 2017.”  

10. "Pernah dong mbak, kan kami juga berpedoman pada peraturan tersebut. Menurut 

saya, peraturan ini penting untuk memastikan efisiensi dan keteraturan dalam 

pengelolaan aset daerah. BPPKAD juga berpedoman pada peraturan ini dalam 

pengelolaan aset beserta peraturan lainnya seperti PERDA Kabupaten Sampang 

Nomor 12 tahun 2017." 
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LAMPIRAN 3 

SURAT IZIN PENELITIAN  
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LAMPIRAN 4 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sampang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan Aset Badan Pendapatan, 

Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sampang 
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LAMPIRAN 6 

KARTU BIMBINGAN 
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LAMPIRAN 7 

BUKTI PUBLIKASI 
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